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ABSTRAK 

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Pasca perubahan menjadi UU 

No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan batas usia nikah bagi 

calon pengantin yakni calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia 19 

tahun. Dalam praktik pasca perubahan batas usia perkawinan, di Purbalingga 

masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. 

Dilihat dari fakta lapangan  yang ada di Purbalingga, Perubahan batas usia 

perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Sehingga disini tokoh 

agama memiliki peran sesuai dengan ketentuan asas UU RI Bab 1 Pasal 2 yang  

menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaan. 

Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer 

dan data sekunder, sumber data primer berasal dari observasi dan wawancara 

kepada para pihak terkait dengan persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas 

usia perkawinan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, 

skripsi serta sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan 

hukum pernikahan dalam Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wanwancara,  dan dokumentasi kemudian teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan ini, penulis menyimpulkan bahwa persepsi tokoh agama di 

Purbalingga setuju dengan adanya perubahan batas usia perkawinan karena bila 

tidak adanya perubahan akan ada faktor ketidaksiapan untuk menikah yang 

berakibat perceraian, konflik rumah tangga,dan juga ekonomi. Implikasi yang 

berlaku pada tokoh agama, dapat menurunkan angka permohonan dispensasi 

perkawinan pada anak-anak dilihat dari sebelum adanya perubahan dan sesudah 

adanya perubahan batas usia perkawinan. 

 

Kata Kunci: Pembaharuan, Batas Usia Perkawinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua 

makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
1
 

Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 1 

menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
2
  

Menurut agama hindu adalah pranata sosial (social institution) yaitu 

kebisaan yang dimuliakan. Setiap perkawinan sebagai jalan untuk melepaskan 

derita orang tuanya diwaktu mereka telah meninggal. Kawin juga sebagai 

suatu darma diabadikan dalam weda, merupakan salah satu sarira samskara 

atau pencucian badan melalui perkawinan. Hak pernikahan kristen mengakui 

bahwa pernikahan itu lembaga suci yang  asalnya dari Tuhan dan ditetapkan 

oleh-Nya untuk kebahagiaan masyarakat. Sedangan perkawinan bagi umat 

katholik oleh kristus dinaikan menjadi sacrament. Tidak ada perbedaan antara 

perjanjian dan scrament. perjanjian adalah scrament, scrament adalah 

perjanjian, lembaga scrament asas perkawinan ialah ajaran gereja. Begitu juga 

menurut islam perkawinan adalah perikatan suci antara pria dan wanita sesuai 

dengan yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk 

                                                           
1
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), hlm.8. 
2
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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mencapai masyarakat yang mulia.
3
 Terdapat dalam ayat al-Qur‟an yang 

berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah yaitu ada di dalam al-

Qur‟an Surat An-Nur ayat 32: 

كُمَْوَ  َمِنَْعِب ادكُِمَْو اِم اىِٕۤ لِحِيْْ  اِنَْيَّكُوْنُ وْاَفُ ق ر اءۤ َيُ غْنِهِمََُا نْكِحُواَالْْ ي امٰىَمِنْكُمَْو الصّٰ

هَُمِنَْ هَُو اسِعٌَع لِيْمٌََف ضْلِهاللّٰ و اللّٰ  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-

laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah 

akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas 

(Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32). 

 

Islam mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak 

boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini 

yang tersebut di dalam al-Qur‟an. Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi 

untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:
4
 

1. Kedua calon pengantin jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan 

yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan tempat 

tinggal, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Kedua calon 

pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan 

terbuka.  

2. Keduanya tidak berbeda agama. Yang dimaksud dengan beda agama 

disini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. 

Perempuan musyrik, yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak 

                                                           
3
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 

Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 29-30. 
4
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006),  hlm. 63-

64. 
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percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan 

pernikahan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik 

haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk 

islam. Keharaman ini diatur didalam Kompilasi hukum Islam Pasal 40 

Ayat c dan Pasal 44. 

3. Antara keduanya tidak terlarang melangsugkan perkawinan. Yang 

dimaksud disini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh 

dikawini oleh seorang laki-laki; atau sebaliknya laki-laki mana saja yang 

tidak boleh mengawini seorang perempuan. Larangan perkawinan ada 

dua macam yaitu: larangan yang berlaku haram untuk selamanya atau 

disebut mahram muabbad. Dan yang kedua larangan perkawinan yang 

berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan berlaku dalam 

keadaan tertentu atau disebut mahram muaqqat. 

4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak 

yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak 

yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar 

dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. 

Al-Qur‟an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan 

dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu.  

5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan 

perkawinan. Mengenai batas usia nikah memang tidak dibicarakan dalam 

kitab-kitab fiqh, dan tidak ada ayat al-Qur‟an yang secara jelas dan 
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terarah menyebutkan batas usia perkawinan serta tidak ada pula hadis 

Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia nikah. 

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berbalut sakinah, 

mawaddah, wa rahmah, lahirnya generasi penerus yang shalih dan sahalihah 

tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan 

pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi mitsaqan ghalidzan. 

Salah satunya yaitu menentukan batas perkawinan. Batas usia perkawinan 

sangatlah penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. 

Dengan usia terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan 

dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.
5
 Oleh karenanya 

di negara Indonesia, untuk menujukan kesiapan tersebut, hukum 

mengharuskan adanya batasan umur minimal dalam melaksanakan 

pernikahan bagi setiap pasangan pengantin.
6
 

Makamah konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan norma 

dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah menjadi UU 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah disahkan pada bulan 

Oktober 2019. Beberapa ketentuan perubahan dalam undang-undang tersebut 

berada di Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:
7
 

 

                                                           
5
Dhorifah Hafidhotul Hikmah, dkk, “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang 

Provinsi Jawa Tengah” Diponegoro Law Jurnal, Vol.6, No.2,  tahun 2017. 
6
 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana 

Publishing, 2015), hlm. 103.  
7
Undang-Undang  RI No .16 Tahun 2019 tentang  perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. 
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Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat 

meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 

(3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon 

mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang 

tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 

dan ayat (4) berlaku juga ketentun mengenai permintaan dipensasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak menguragi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 

 Didalam UU tersebut berisi mengenai adanya perubahan batas usia 

nikah bagi calon pengantin yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 

tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berusia  19 tahun. Penentuan batas 

minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam Undang-undang 

perkawianan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya 

pembatasan ini yaitu pada pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut berkenaan 

dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu 

pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam 

perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang 

diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan tersebut 

berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan  aturan pembatasan usia 

minimal untuk menikah yaitu mewujudkan pernikahan yang baik dan kekal, 

menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat 

serta menekan lajunya angka kelahiran nasional. 
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Tetapi pada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan yang 

ditentukan dalam undang-undang tersebut. Bahkan ada masyarakat yang 

melanggar norma-norma hukum tersebut karena adanya kekhawatiran anak 

perempuannya menjadi perawan tua.
8
 Dalam praktik pasca perubahan batas 

usia perkawinan Undang-Undang No. 16  Tahun 2019, di Purbalingga sendiri 

masih sangat banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi 

perkawinan. Dikutip dari Tribunbanyumas.Com, Purbalingga “Angka 

permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 

2019 meningkat tajam disebabkan hamil duluan. (Kamis, 9 Januari 2020)”.
9
 

Padahal yang kita tahu perubahan batas usia perkawinan mulai diberlakukan 

sejak tanggal 14 Oktober 2019. Tetapi melihat kondisi yang ada di lapangan 

mengapa masih banyak masyarakat yang meminta permohonan dispensasi 

perkawinan. 

Dilihat dari fakta lapangan  yang ada di Purbalingga, Perubahan batas 

usia perkawinan tersebut masih belum sesuai yang diharapkan. Karena masih 

banyak terjadi kasus pernikahan dini ataupun pengajuan dispensasi 

perkawinan di Pengadilan Agama, Sehingga disini tokoh agama meiliki peran 

sesuai dengan ketentuan asas UU RI Bab 1 Pasal 2 yang  menyebutkan, 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

                                                           
8
 Fitria Olivia, Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum, Lex, Jurnalica 

Voll. 12, No.3, Desember 2015. Hlm. 203. 
9
 https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-

2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-duluan. Di akses pada Kamis, 25 Juni 

2020. 

https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-duluan
https://banyumas.tribunnews.com/2020/01/09/permohonan-dispensasi-nikah-tahun-2019-di-purbalingga-meningkat-didominasi-kasus-hamil-duluan
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perundang-undangan yang berlaku.
10

 Maka dari itu saya ingin meneliti lebih 

jauh bagaimana persepsi tokoh agama. Apakah tokoh agama sepakat 

memandang bahwa perubahan batas usia perkawinan ini penting atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “Pandangan Tokoh Agama di 

Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan pada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk menjaga dari kesalah pahaman dalam pengertian arah dan 

maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang  perlu 

mendapat penjelasan daam judul tersebut diantaranya: 

1. Pandangan Tokoh Agama 

Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penulis mengambil 

sampel dari pandangan tokoh semua agama yang ada di Kabupaten 

Purbalingga. 

2. Batas Usia Nikah 

Yang dimaksud batas usia nikah disini yaitu peraturan atau 

ketentuan dari pemerintah tentang di bolehkannya seseorang untuk 

menikah harus memenuhi batas minimal untuk menikah. 

 

3. UU Nomor 16 Tahun 2019 

                                                           
10

 Undang-Undang  RI tentang Perkawinan, Pasal 2 Bab 1. 
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UU Nomor 16 Tahun 2019 ini berisi tentang batas usia nikah yang 

berlaku di Indonesia saat ini untuk perempuan 19 tahun dan laki-laki 19 

tahun. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan tokoh agama di Purbalingga tentang perubahan 

batas usia nikah di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019? 

2. Bagaimana implikasi yang berlaku pada semua agama tentang batas 

usia nikah? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pandangan tokoh semua agama tentang batas 

usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. 

b. Untuk mengetahui implikasi batas usia nikah yang berlaku di 

semua agama. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara toritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan 

menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum 

perkawinan di Indonesia. 
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b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

yang bermanfaat dalam menjawab perkembangan hukum islam dan 

hukum positif. 

c. Secara progmatis, hasil penelitia ini menjadi bahan utama 

penyusunan penuisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sajana 

hukum pada fakultas syariah IAIN Purwokerto. 

d. Dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti, pembaca maupun 

masyarakat tentang batas usia nikah dalam hukum semua agama. 

 

E. Kajian  Pustaka 

Dalam penelitian ini mengguakan berbagai bahan kajian pustaka 

berupa buku-buku, jurnal, hasil studi skripsi yang semuanya berkaitan dengan 

penelitian yang disusun oleh peneliti diantaranya: 

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Asrori yang berjudul batas usia nikah 

menurut fuqaha dengan penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di 

dunia Islam yang dibuat pada bulan Desember 2015. Di dalamnya memuat 

materi-materi tentang batas usia nikah menurut pendapat fuqaha dalam 

menetapkan suatu hukum. Sehingga menurut penulis ini sangat cocok untuk 

menjadi bahan penulisan ke depannya. 

Jurnal selanjutnya yang dipakai penulis dalam membuat karya ilmiah 

ini adalah jurnal yang berjudul Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak 

Dalam Hukum Nasional Indonesia yang di tulis oleh Nur Fadhilah dan 

Khairiyati Rahmah dengan tahun pembuatan 2012. Di dalam jurnal ini 

terdapat konsep-konsep batas usia nikah menurut hukum fikih. Serta upaya-
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upaya dalam merekontruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional 

Indonesia sesuai dengan maqashid syariah. 

Selanjutnya yang ke tiga jurnal yang di tulis oleh Dhorifah Hafidhotul 

Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, Triyono yang berjudul Pengaruh Batas Usia 

Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah 

Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provisi Jawa Tengah, 

yang dibuat pada tahun 2017.  Di dalam jurnal ini berisi tentang pengaruh 

dari batas usia perkawinan terhadap penurunan angka pernikahan usia dini. 

Selanjutnya penulis melihat karya ilmiah berbentuk skripsi yang 

berjudul Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan 

Pattallassang Kabupaten Gowa yang disusun oleh Ririn Anggreany yang di 

buat pada tahun 2016. Di dalam skripsi ini menggambarkan tentang persepsi 

atau pandangan tokoh masyarakat islam tentang banyaknya kasus pernikahan 

dini di wilayah Kabupaten Gowa, serta dalam skripsi saudara Ririn 

menggunakan ketentuan hukum UU Nomor 1 Tahun 1974. Dan disinilah 

yang menjadi titik perbedaan yang sangat menonjol antara skripsi yang di 

tulis oleh saudara Ririn Anggreany dengan karya tulis yang akan saya buat, 

karena karya tulis ilmiah yang akan saya buat itu menggambarkan tentang 

persepsi tokoh agama terhadap perubahan batas usia perkawinan atas UU 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selain itu narasumbernya yaitu 

tokoh agama di Kabupaten Purbalingga. Tentu disinilah letak perbedaan yang 

sangat menonjol. Maka saya bisa memastikan bahwa karya ilmiah saya nanti 

tidak ada unsur PLAGIAT atas karya ilmiah orang lain. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi ini serta 

untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasann dalam 

penelitian ini akan di paparkan 5 bab, dengan rincian sebagai berikut: 

Bab I dalam bab ini menjelaskkan pendahuluan yang memuat latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang definisi batas usia perkawinan perspektif agama, 

adat, dan undang-undang di Indonesia, tujuan batas usia perkawinan, serta 

aturan batas usia perkawinan di negara muslim modern. 

Bab III berisi metode dalam pengumpulan data. yang terdiri dari jenis 

penelitian, sifat dan metode pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, pengumpulan data, serta metode analisis data. 

Bab IV berisi uraian mengenai sejarah undang-undang batas usia 

perkawinan, dan uraian dari persepsi tokoh agama di Purbalingga terhadap 

batas usia nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Pada bab 

penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Persepsi tokoh agama di Purbalingga sangat setuju dengan adanya 

perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang perkawinan. Tokoh agama menilai bahwa pemerintah 

sudah lebih baik dalam menerapkan dan menentukan hukum dengan 

kondisi sosial masyarakat di modern ini. Mereka berharap agar suatu saat 

pemerintah dapat lebih baik dalam menentukan hukum untuk periode 

kehidupan modern yang akan datang karena setiap tahun pasti setiap 

masyarakat akan semakin kompleks permasalahannya. Namun adanya 

perubahan batas usia perkawinan tersebut diharapkan pemerintah lebih 

perduli dan lebih peka terhadap masyarakat agar seluruh lapisan 

masyarakat itu mengetahui dengan perubahan hukum batas usia 

perkawinan, serta diharapkan akan mengurangi angka perkawinan usia 

muda di kalangan masyarakat desa ataupun masyarakat yang kurang 

dalam hal pendidikan. Semua tokoh agama berpendapat bahwa sebagai 

masyarakat Indonesia sudah sepantasnya kami taat dengan peraturan dan 

mejalankan peraturan yang ada di negara. Meskipun mempunyai 

perbedaan kepercayaan beragama dan juga memiliki hukum yang 

berbeda, tapi kami masih menjadi orang Indonesia, maka sudah menjadi 

kewajiban bagi kami untuk mentaati peraturan karena NKRI itu harus 

dipertahankan bagi seluruh masyarakat. 
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2. Tokoh agama di Purbalingga berimplikasi bahwa adanya perubahan batas 

usia perkawinan itu sangat diterima dengan baik dalam kepercayaan dan 

umat masing-masing agama, karena mereka mengakui hal demikian untuk 

menekan laju perkawinan usia muda serta adanya kasus perceraian yang 

tinggi, yang salah satu penyebabnya pun tidak jauh dikarenakan 

pernikahan usia muda karena belum terlalu memahami pengetahuan dan 

pendidikan yang didapatkan. Dan dari beberapa fakta lapangan yang 

penulis dapatkan mereka mengakui bahwa ajaran agama mereka pun 

sebenarnya sangat menjujung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak 

anak. Karena itulah mereka sangat mendukung dengan adanya perubahan 

batas usia perkawinan. dan dalam praktek lapangan mereka juga 

mematuhi dan memberlakukan hukum pemerintah terlebih dahulu untuk 

kemaslahatan bersama baru kemudian menggunakan hukum masing-

masing kepercayaan agama yang dianut. 

 

B. Kritik dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka saran 

yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut: 

1. Kritik terhadap pemerintah tentang mundurnya angka pernikahan akan 

berefek semakin banyak masyarakat yang angka kelahirannya diluar 

perkawinan. Namun jika tidak dimundurkan angka kelahiran tersebut 

maka akan semakin banyak kasus perceraian disebabkan kurangnya 

pengetahuan dan ilmu yang didapatkan karena usia pernikahan yang 

terlalu muda. 
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2. Kepada masyarakat Indonesia agar lebih mematuhi hukum yang telah di 

buat oleh pemerintah karena sebagai warga negara yang baik pasti akan 

mentaati dan mematuhi hukum yang ada di negaranya. Khusunya bagi 

anak muda agar tidak cepat-cepat mengambil langkah untuk menikah, 

sebab menikah itu tidak semudah apa  yang dibayangkan semata, karena 

didalamnya terdapat berbagai masalah hidup yang sangat nyata, bila 

kurangnya kedewasaan maka akan menyebabkan pernikahan tersebut 

kurang baik hingga terjadinya perceraian. 

3. Teruntuk pemerintah diharapkan agar mengatur perubahan hukum yang 

lebih baik lagi, khusunya tentang batas usia perkawinan sendiri agar 

mengurangi dampak negative dari adanya pernikahan usia dini yang dapat 

mengakibatkan terjadinya perceraian karena kurangnya kedewasaan dalam 

mengarungi bahera rumah tangga. Serta mengadakan sosialisasi tentang 

adanya perubahan batas usia perkawinan bagi masyarakat yang kurang 

pengetahuan dan pendidikan di desa atau wilayah yang susah dijangkau. 
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